
Nomor 4437): 

1. Undang-undang Nemor 20 Tahun 2003 tentang Sistim 

PendidiRan Nasional (Lembaran Negara Republil:l Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepubliR 

Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentul:mn 

P~i:et1ur~I1 Perundang-undaogan (Lembaran Negara RepubliR 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia NOmor 4389); 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (lembaran Negara Republih Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republih Indonesia 
.:i.~ 

a. bahwa penyelenggaraan pendidiRan di daerah merupchon 

Rewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah yang mampu 

menjamin percepatan pemerataan l:lesempatan memperoleh 

pelayanan pendidiRan yang bermutu; 

b. bahwa dalam rangtic;:i memenuhi penyelenggaraan pendidiRan 

gratis don melengJ:?Jp). ketmrangan Bantuan Operasiotial Sel::wlah 

(BOS) dari Pemerit ah Pusat, mal:la perlu adanya Bantuan 

Operasional SeRolah!daerah (BOSDA) Kabupaten Konawe Utara; 
!. l 

c. bahwa berdasarRan pertimbangan sebagaimana dlmchsud pada 
' 

huruf a don b di attls, maRa perlu dltetophcn Peraturan Bupati 

tentang Petunjul:l Tehnls Penggunaan Dana Bantuan Operasional 

SeJwlah Daerah (BOijDA) Kobupoten Konawe Utara. 
t 
~ 
" 

BUPATI KONAWE UTARA 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA 
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) 

l<ABUPATEN l<ONAWE UTARA TAHUN 2013 

PERATURAN BUPATI l<ONAWE UTARA 
NOMOR: Gi TAHUN 2013 

1, 
1:- 

TEN:rANG 

l i 

ff"•--· •., .. ·-~- .. -··' ·--- ..... _ . _,.,.., ... 

. J 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATI KONAWE UTARA 
f ) . 



"' 
11. Peraturon Pemerintah Nomor 38 Tohun 2007 tentong Pembagion 

Urusan Pemerintahan cntoro Pemerintah Pusot, Pemerintah 

Doeroh Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara RepubliR Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara RepubliR Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturon Penierintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Orgonlsasi 

Perangl:?at Daerah (Lembaran Negara RepubliR Indonesia Tahun 

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RepubliR Indonesia 

Nomor4741); 

Indonesia Tahun 19?~ Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara q 
RepubliR Indonesia 1~mor 3764): 

9. Peraturan Pemerin~qh Nomor 19 Tahun 2005 tentang Stander 
t.t; 

Nasional PendidiRari; r_ 

10. Peraturan Pernerintoh Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republlh 

Indonesia Tohun 20$?5 Nomor 40, T ambahan Lembaran Negara 

RepubliR Indonesia ~omor 4578); 

' , 
Lembaran Negara RepubliR Indonesia Nomor 4438); 

·' l· 

5. Undang-undang Nornor 14 T ahun 2005 tentang Guru dan Dasen 

(Lembaran Negara ijepubliR Indonesia Nomor 4686); 

6. Undang-undang Nommor 13 T ahun 2007 tentang PembentuRan 

Kobupoten Konowe- Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara 

(Lembaran Negara RepubliR Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaraf:j .Negara Republil:? Indonesia Nomor43B9); 
1! 

7. Peraturan Pemerintqh Nomor 28 Tohun 1990 tentang PendidiRan 

Dasar (Lembaran Ne~ara RepubliR Indonesia T ahun 1990 Nomor 

36, Tambahan Lembaran Negara RepubliR Indonesia Nomor 3412), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republil:? Indonesia Tahun 1998 

Nomor 90, T ambahan Lembaran Negara Republil:? Indonesia 

Nomor 3763); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang PendidH:mn 

Menengah (Lembaran Negara Republil:? Indonesia Tahun 1990 

Nomor37, Tambahan Lernborcn Negara Republih Indonesia 

Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara RepubliR ·"" 

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara RepubliR lndoneslo Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

H u d 
I' 
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• .. .! 

Pasal 1 

Dalam peraturan Bupati ini yang dlmchsud dengan : 

t. Bantuan Operasional Sel:?olah Daerah yang selanjutnya disebut BOSDA adalah 

program bantuan untu~ operasional seholch yang diberiRan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Konawe Utara ~epada satuan pendldikcn formal jenjang 

pendldlhrm dasar dan menengah. 

. MEM~TUSKAN 

PERATURAN BUPATI KQNAWE UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS ... 
PELAKSANAAN PENGdUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL 

SEKOLAH DAERAH (BOSDA) 

Menetapl:?an 

l : 

Indonesia Nomor rl Tahun 2013 tentang Perubahan Atos 

Peraturan Menteri Pendidil:?an Nasional Nomor 15 Tahun 2010 
Lr f ~layanan Minimal PendidiRan Dasar di 
I. r 

tentang Stander 

Kabupaten/Kota. 

, I 
14. Peraturan Pemerinta~ Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan 

!' 
Pendidil:?qn (Lembar~n Negara Republil:? Indonesia Tahun 2008 

Nomor 91, T amba~(Jf1 Lembaran Negara RepubliR Indonesia 

N ) l.t 
omor 4864; 

15. Peraturan Pemerintdh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

don Penyelenggaraan Pendidil:?an (Lembaran Negara Republil:? 

Indonesia Tahun 201ff> Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
i: 

Republil:? Indonesia Nomor 5105); 
" 

16. Peraturan Pemerintak Nomor 66 T ahun 2010 tentang Perubahan 

Atos Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan don Penyelenggaraan Pendidil:?an (Lembaran 

Negara RepubliR Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 

Lembaran Negara Republil:? Indonesia Nomor 5157); 

17. lnstrul:?si Presiden Republil:? Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang 

Pelal:?sanaan Wajib Belajar Pendldil:?an Dasar; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Petunjul:? T el:?nis Penyusunan don Penetapan Standar Pelayanan 

Minimal; 

19. Peraturan Menteri ,od Pendidil:?an don Kebudayaan RepubliR 

.. , .. , 4863); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib 

Bel ajar (Lembaran Negara Republil:? Indonesia T ahun 2008 Nomor 

90, Tambahan Lembaran Negara Republth Indonesia Nomor 
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1. Dinos Pendidil:?on don Kebudoyaan :di Kobupcten melchscnnhcn pengeloloan 

program BOSDA untuh semua tingl:?afon pendidil:?an. 

2. Tugas dan tanggung jowab Dinas Pendidil:?on dan Kebudayoan di Kobupaten 

sebogoimano dlrnchsud pado ayot (1) sebagai berihut : 

c, Menetapl:?an olol:?asi dona BOSDA. 

b. Merenconol:?an dan rnelokuhcn sosiolisosi program. 

c. Melol:?ul:?an pendatoon penerimo bantuon, don 

d. Menyolurl:?an dona BOSDA l:?epoda sctuon pendidil:lon. 

Pasal 3 

1. BOSDA diberiRon l:lepada sotuan pendldlhcn pada tingl:lot Pendidil:mn Dasar 

maupun Pendidil:lan Menengah bolh Negeri maupun Swasta. 

2. Penetapon sekolch penerima BOSDA.1 yang memenuhi 1:?etentuan sebagaimana 

dimarnud pado oyat (1) dltetophcn de?ian t<eputusan Bupati. 

H 
Pctsal 4 . 

~ i 
Bemr biaya BOSDA yong ohon diterima ~qleh satuan pendidil:?an/selwlah pada semua . 
tingl:?otan dihitung berdasarl:?on jumlah 'slswo masing-masing seholoh yang besarnyo 

I I . 
telah dltentuhon dalam lcrnplron lwnseptual peraturan ini (Bab I point c ayat 2). 

Pasal 2 

1. Pemberian BOSDA dimal:lsudl:lan untl memenuhi l:lel:?urangon dan melengl:?api 
!: 

Reperuntut:?1:?an Biaya Operasional ~el:?olah (BOS) yang dialol:msil:?an oleh 

Pemerintah Pusat melalui Anggaran dan Pendapatan BelanJa Negara (APBN) 

2 Pemberian BOSDA bertujuan untul:l : 

o. MeningRatRan Rualitas don chses pendidiRan baiR pada Pendidil:mn Dasar 

maupun Pendidit:?an Menengah. 

b. Meringanl:?on bebon bioya opersionol sel:lolah yang ditonggung slswa boil:? pada 

Pendidil:?on Dasar maupun Pendidil:?an Menengoh. 

r.: 
PHsal 5 .. 

2. Satuan Pendidit:?on cdotch t:?elompot:? loyonon pendidil:?on yang menyelenggoraJmn 

pendidll:ron pada Sel:?olah Dasar (SD)/sederajat, Sel:?olah Menerigoh Pertama 

(SMP)/sederojat, don Selwlah Menengah Atas (SMA)/sederojot. 

3. Pendidil:?on Dasar adalah pendidil:?an yang berbentuh SeRoloh Dasar (SD)/sederajat 

don Sel'.?oloh Menengoh Pertama (SMP)fsederajat. 

4. PendidiRan Menengah adolah pendidi*~n yang berbentuh Selwloh Menengah Atos 

(SMA)/sederajat. } 1f 
' '. 

5. Pemerintah Kabupoten adaloh Pemeri~~h Daeroh Kabupaten Konawe Utora. 

6. Dinos Pendidi~mn don Kebudayaan K6bupaten adalah instansi yang bertanggung 

jawab atas penyelenggaraan pendidit:?ctn!di l<abupaten l<onawe Utara. 

- 4 - 



Pasal 9 

Dana BOSDA dilarang untul:? digunal:?an diluar 1:?etentuan yang telah termuat dalam 

lornplron 1:?onseptual peraturan ini (Bab IV point b). 

3. Dalam hal terdapot sisa dona a~bat l:?elebihan penyaluran dona wajib 

dil:?embaliRan l:?e l<as Daerah. 

dalam RKAS/RAPBS. 

2. Dana BOSDA dlgunal:?an satuan pendidil:?an untuh : 

a. Pembiayaan l:?egiatan operasional sel:?olah (personalia dan non personalia) 

dalam meningl:?atlwn Rualitas pendidihan pada semua tingl:?atan pendidil:?an, 

yang meliputi: 

1. Biaya pas photo ijazah slswc. 
2. Biaya operasional pengelolaan BOSDA. 

3. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) dan termosuh biaya penulisan ijazah. 

4. Biaya l:?egiatan pengembangan diri/el:?stral:?uril::luler/1:?esiswaan/OSIS. 

5. Biaya l:?egiatan pembelajaran tambahan don uji coba Ujian Nasional. 

6. Biaya pembelian buhu Lt<S slswo, 
7. Biaya l:?egiatan selel:?si dan lornbc bldang 1:?reaRtifitas siswa, al:?ademil:?, 

'· l 
olahraga don seni pada tingl:?at;h<abupaten, Provinsi don Nasional. 

'1 'l 
8. Biaya pengembangan profesi 9~.efu (Kt<G-MGMP). 

b. Apabila terdapat sisa dona al:?ibat.'efesiensi don seluruh l:?egiatan operasional 

tercuhupi, moho sisa dana dapat I dimanfaatl:?an untuh membeli olat peraga 

pendldihon don alat bantu pembelajaran dan penataan lingl:mngan seholoh 

dengan persetujuan Dewan Guru ~fn Komite Selwlah yang dituangRan dalam 
L, 

berita acara. ~ .. 

'~ Pa1at a 
L, 

1. Satuan pendidil:?an wajib mencatot dqna BOSDA sebagai salah satu penerimaan 

Pasal 6 

1. Pemerintah l<abupaten memberiRan dana BOSDA Repada satuan pendldlhon 

melalui olohos! dona Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Konawe Utara. 

2. Tata cara pemberian BOSDA dllchscnchon sesuai dengan peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 62 T ahun 2011 tentang pedomon pengelolaan Bantuan Operasional 

Setwlah (BOS) Tahun 2012. i: i 
pcU11 n 

Penyoluran dona BOSDA l:?epada satllqn · pendldlhon dilal:?ul:?an sesuai dengan ·, 
l:?etentuan yang telah dltetophon dalam lampiran 1:mnseptual peraturan ini (Bab I point 

I I 
d ayat 1). 

- 5 - 



SERITA DAERAH KABUPATEN KONAWij UTARA TAHUN 2013 
NOMOR: 32 ~ ., 

!., 

H. ABUHAERA, S.Sos, M.Si. 
Pembina Utama Muda, IV/c 

NIP. 130 931 593 

SEKRET ARIS DAERAH 
KABUPATEN KONAWE UTARA 

Diundangi:?an Di 
Pada Tanggal 

PM.Si. 

I 

: ~f <!~~~u~u 
: ".'~ -· .. - ... ~/3 -- 

DitetapJ:mn Di 
Pada Tanggal 

~UPATIK 

mempertanggungjawabl:?an penggunaan dona BOSDA J:lepada Bupati melalui Dinos 
14 

Pendidil:?an don Kebudayaan Kabupatenl1dengan tembusan Dinos PendidiRon Provinsi 

berupa ringl:msan pemanfaatan dona ,~SDA sesuai dengan format laporan yang 
termuat dalam lampiran l:?onseptual perariran lnl (Bab V point a ayat 2). 

ii.: u, 
Pas1a112 

I . 
Peraturan Bupati ini mulai berlchu untuh Perencanaan, Penetapan, PelaJ:lsanaan don 

Evaluasi BOSDA T ahun 2,013. ~ . 

Agar setiap orang mengetahuinya memer~tahRan pengundangan Peraturan Bupati ini 
'· dengan penempat:annya dalam Berlto Da~Iah Kabupaten Konawe Utara. 

Pasal 10 

Dinos Pendidil:?an Provinsi den Dinas Pendidit?an don Kebudayaan Kabupaten 

rnelckscnchcn monitoring dan evaluasi pelchscnocn Peraturan Bupati ini. 

- 6 - 

dan melaporRan wajib 
Pasal 11 

BOS DA penerima PendidiRan Satuan 



Pendldlhcn Menengah 12 tohun yang bermutu. 
b. Secora Rhusus program BOSDA bertujuan untuh mernbebcshcn pungutan 

bagi seluruh slswo terhadap biaya operasional seholoh dan membebcshcn 

para siswa misl=?in dari seluruh pungutan dalam bentuh apapun di sekoloh 

negeri maupun seholoh swasta. 

C. Tujuan don Sasaran 
1. Tujuan Bantuan Operasional Set?9l~h Daerah (BOSDA): 

a. Secora umum ·program BQ}DA bertujuan untut? meringanRan beban 
mcsvorcsot terhadap pembiayaan pendldihcn dalam rangl=?a wajib belajar ..., 

B. Pengertian 

BOSDA adalah program Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara yang pado 

dasamyo adalah untuJ? menyediahan pendanaan biaya operasional bait:? 

personalia maupun non personoltt bagi satuan pendldihcn dasar moupun 
menengah dalam upaya memenuhf ~et:?urangan atou melengRapl Reperuntul::?an 

. ti 

pembiayaan dari Dana Bontuon Opetpsional Selwlah (BOS) yang diselenggaral:?an 'j ~ 
oleh Pemerintah Pusat malalui APBN.1 

·.t 
Undang-undang Nomor 20 Tahun, 1003 tentang sistlm pendidlhcn nasional 

mengamanatl:?an bchwo setiap warp,r negara yang berusia 7 - 15 tohun wajib 

mengil:mti pendidiRan dasar, Pasal 34w11yat 2 menyebutRan bahwa Pemerintah don 
Pemerintah Daerah menjamin te~\enggaranya wajib belajar minimal pada 

jenjang pendidil:?an dasar tanpa memungut blcvo, dalam ayat 3 menyebutl:?an 
' I . bahwa wajib belajar merupohcn tanggung jawab Negara yang diselenggaratmn 

oleh lembaga pendidil:mn pemerintah, Pemerintah Daerah don masyaraRat. e, 
KonseRuensi dari amanah undang:t.Jndang tersebut adalah Pemerintah don 

Pemerintah Daerah wajib memberlhtm layanan pendidlRan bagi seluruh peserta 
.J 

didil::? pada tingRat PendidiRan Dasar (SD don SMP) sert:a satuan pendidiRan lain 

yang sederajat. Untut:? memenuhi Rel:?urangan don melengRapi heperuntuhcn 

biaya operasional set?olah yang dialol:?asil:?an oleh Pemerintah Pusat melolul 

Anggoran don Pendapatan Belonja Negara (APBN), moho Pemerintah 
f<abupaten Konawe Utara melalui Anggaran don Pendapatan Belonic Doerah 

(APBD) tahun 2013 diprogramRan dana BOSDA bag! SeRolah SD/sederajat, 

SMP/sederajat, dan SMA/sederajat Negeri. 

A. Latar Belal:?ang 

SABI 
PENDAHULUAN 

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA 
NOMOR TAHUN 2013 
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL 

SEKOLAH DAERAH (BOSDA) f<ABUPATEN f<ONAWE UTARA TAHUN 
2013 



dapat melanjutl:?an pendidihon l:?e jenjang yang lebih tinggi. 

5. Kepala Sel:wlah harus mengelola dona BOSDA secara transparan dan 

al:?untabel. 

3. 

2. 

1. Semua sel:lolah yang menerlmo- BOSDA harus mengilwti pedoman BOSDA 
I , 

yang telah ditetophon oleh Peme~iptah Daerah. 

Semua seholoh penerima BOS~,A dilarang melokuhon pungutan i:?epada 
I• 

orang tua/ wali siswa. W. ~ 

d I... d . Selwlah dapat menerima sumbcingan dari mosyorchct an orang tua siswo 

yang mampu untuh memenuHi I Rel:?urangan biaya yang dlperluhon oleh 

selwlah. Sumbangan dapat berupa uang atau barang/jasa yang bersifat 

sul:mrela, tidoh memaRsa, tida~ mengii:?at, dan tidal:? dltentuhcn jumlah 

maupun jangl:?a waRtu pemberlcpnvo. 

4. Kepala Selwlah penerima BOSDA menjamin semua siswa yang chon lulus 

A. Sel:?olah Penerima.BOSDA 

BAB II 
IMPLEMENTASI BOSDA 

l:?ebutuhan dengan menyisahl:?an saldo minimum sesuai peraturan yang 

berlohu. 

3. Dana BOSDA harus diterima secara utuh oleh sehotoh dan tidat:l 

diperhencnhcn meichuhon pemotongan atau pungutan dengan alasan 

apapun don oleh pihal:? manapun. 

1. 
i. I 

Dana BOSDA diberiRan setcmo tr tbukm yaitu mulai Bulan Januari s/d Bulan 

Desember yang dlsclurhon dalam J(dua) tahap: 

a. Tahap I Periode Bulan Januari J~J Bulan Juni 
, 1, 1 

b. Tahap II Periode Bulan Juli s/d Bulan Desember 

Penyaluran BOSDA 1:?epada satJaln pendidiRan penerima BOSDA dilal:luRan 

melalui transfer rel:?ening sel:?olah. 
~ 

2 Pengambilan dona BOSDA dj(al:?ul:?an oleh bendahara sel:?olah atas 

persetujuan Kepclo Sel:?olah don dapat dilal:?ul:lan sewoktu-wcstu sesuai 

.uJ 
D. Wal:ltu Penyaluran Dano 

2. Sasaran Program don Besar Bantuan 

Sasaran BOSDA adalah semua Selwlah ·SD/sederojat, SMP/sederojat, don 

SMA/sederajat Negeri. 

Besar biaya bantuan BOSDA dihitung berdasarl:?an jumlah siswa dengan 

l:letentuan sebagai berihut : 

'.1 

Rp. 250,000/Slswa/T ahun 

Rp. 350,000/Siswa/Tahun 

Rp. 450,000/Siswa/T ahun 

a. SD/sederajat 

b. SMP/sederajat 

c. SMA/sederajat 



b. Melakukan rel:?onsiliasi dan v~rifikasi data dari seholoh, 

c. Melalwl:mn sosialisasi/pelatihan Kepala Setwlah, t<omite Sekolah dan 

Masyarakat tentang program BOSDA. 

f. Unit Monitoring don Evaluasii , 

3. Tugas don tanggungjawab Tim Manejemen BOSDA l<abupaten : 

a. · Membim.bing seholoh dalaqi memosuhhcn Data Polwk PendidiRan 

(DAPODIK) sesuai formulir BQS. 
" 

e. 

Sel:?retaris b. H 
Bendahara l ~ 

i: 1; 
d. Unit Pendataan SD/sederaja~ clan SMP/sederajat 

i;: 
I ·r 

Unit Pendataan SMA/sederajat 

c. 

a. Manejer 

B. Tim Manejemen BOSDA Kabupaten 

Organisasi pelaRsana BOSDA yang mosuh dalam Tim Manejemen adalah : 

1. Penanggungjawab yaitu Kepala Dinos Pendidil:?an don t<ebudayaan 

Kabupaten Konawe Utara. 

2. Pelal:?sana yang terdiri dari : 

Organisasi pelohscno BOSDA yang masuk dolam tim pengarah adalah : 

1. Bupati Konawe Utara 

2. Wakil Bupati Konawe Utara 

3. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara 

A. Tim Pengarah BOSDA Kabupaten 

Organisasi pelal:?sana BOSDA meliputi~ Tim Pengarah don Tim Manajemen di 

l<abupaten don di Sel:?olah. 
' 

BAB Ill 
ORGANISASI PELAKSANA 

B. Program BOSDA 

1. BOSDA menlodf sarana untuh meningl:mtkan pendidikan sampai pada jenjang 

pendldihcn menenqch yang bermutu. 

2. BOSDA memberi t?epastian bahwa tidal:? ado slswo miskin putus selwlah 

karena alasan el:?onomi seperti ; tidal:? mampu membeli alat tulis sel:?olah don 

biaya-bioya lainnya. 

3. BOSDA dil:?elola secara utuh, mandiri, proporslonol, transparan don al:?untabel. 

4. BOSDA memberil:?an l:?epastian bahwa semua lulusan Sel:?olah Dasar dapat 

melanjutRan pendldlhon ke tingMt Selwlah Menengah Pertama dan semua 
u. } 

lulusan Sel:wlah Menengah Pertaf o dapat melanjutl:mn pendidil:mn ke tlngkat 
1'l . 

Sekolah Menengah Atos. Q " ti. 
1. I 

6. Dana BOSDA diterima oleh l<epala SeRolah secara utuh don diRelola dengan 

mellbatkan Dewan Curu dan Komite Selwlah. 

J I 



penggunaannya. 

f. Bertanggungjawab secoro formal dan material atas penggunaan dona 

BOSDA yang diterimanya. 
g. Melahuhan pembukocn secara tertib. 

h. Memberihan pelayanan don penanganan terhadap pengaduan 

mosvcrcbct. 

i. Menandatangani surat pernyotccn tanggungjawab yang menyatahan .,., 
bahwa dona BOSDA yang, ?iterima telah digunal:?an sesuai l:?etentuan 

t:f JUKNIS. , . 
L 

4. Tim manejemen BOSDA sel:?olriib diangl:?at berdoscrhcn Surat l<eputusan 
w 

l<epala Dinos Pendidil:?an dan l<e,bpdayaan t<abupaten t<onawe Utara. 

5. Tata tertib yang harus diilwti Tim ~anejemen BOSDA Sel:?olah adalah: 

a. Memastiban bealwratan data yang diisi dan dilaporl:?an. 
b. Menginformasiban secara t,~ulis rebapitulasi penerimaan dona BOSDA 

l:?epada orang tua siswa setidp semester pada saat penyerahan buhu raper. 
~ 

c. Bersedia diaudit oleh lembd~a yang berwenang terhadap seluruh dona 
yang dihelolo seholoh, bolh dari dana BOSDA maupun dari sumber lain. 

d. Menggelola dona BOSDA secara transparan dan alwntabel. 

e. Mengumuml:?an besaran dona yang diterima don rencana 

1. Penanggungjawab yaitu l<epala ·s,l:?olah · 

2. Pelal:?sana yang terdiri dari : d 
a. Benda hara BOS DA (unsur st~ff guru) 
b. Anggota satu orang dari unsur orang tua siswa yang ditunjul:? oleh l<epala 

Seholah don l<omite Sel:?olah. I 
3. Tugas don tanggungjawab Tim Manejemen BOSDA sel:?olah: 

a. Mengisi dan mengirlml:?an DQt;a Pol:?oh Pendidihan. 
rl 

b. Membuat RKAS ~· 
c. Memverifil:?asi jumlah dona yang diterima dengan data siswa penerima 

BOSDA. 

.M C. Tim Manejemen BOSDA Sel:?olah 

d. Mengusull:?an penetapan sei:?plah penerima BOSDA dengan l<eputusan 

Bupati. 

e. MencairRan dana dari l<as Daerah Re reJ:?ening seholoh. 

f. Melal:?uRan pembinaan terhadap seholch dalam pengelolaan don 

pelaporan dona BOSDA. 

g. Melal:?u~an monitoring dan evaluasi. 
h. Mengumpult~an don merel:mpitulasi laporan realisasi penggunaan dona 

BOSDA dari seholoh, selanjutnya melaporRan l:?epada l:?epala Sl<PD. 
4. Organisasi pelohscno BOSDA Kabupaten diangl:?at berdcsorhcn Surat 

Keputusan Bupatl Konawe Utara. 

I I 



B. Larangan Penggunaan Dana BOSD~:Adalah sbb : 
I 

1. Dlslrnpcn dengan mohsud di~un9.aRan. 
I 

2. Dlplnlcmhcn Repada pihaR lain. 1 
3. Membiayai RE;?Qiatan yang tidaR menjadi prioritas don memerluhcn biaya 

besor, misalnya; Study Banding, Karya Wisata don sejenisnya. 

4. Membayar bonus dan transportasi untuh guru . . . , 
5. Membeli paRaian seroqcrn guru ~n slswo untuR Repentingan pribadi. 

6. DigunaRan untuh rehabilitasi beret, sedang dan ringan gedung Rantor. ·~ 

No. Komponen Pembiayaan Item Pembiayaan Persentase 

1. Membantu Siswa l<urang Mampu - 8laya Pas Photo lja:zah Slswa 
Vang Mengil:?utl Ujian dan Telah Mal:lslmalS % Lulus UJian 

- Biaya trcnsportosl siswa mishln 
2. Pengembangan Perpustalwan - Pembellan Bubu Ll<S Siswa 

- Pengayoan Bulw-bulm Mabsimal 20 % Perpustal:laan don Lqngganan 
Publibasl 

3. Bohan Habis Pabal - Pengadaan Bohan ProRtilmm 
- Alat Tulls Kantor (A Tl<) Mal:?slmal 10 % 
- Pengaqaan Papan Data 

4. Pengembangan Profesi Guru ~"' l<l<G/MGMP 
- . l<KS/MKKS Mabslmal 10 % 
~ { SeleRsi Guru Prestasi 

5. l<egiatan Pembelajaran f f Pembelajaran T ambahan 
Tambahan i ,1 Remedial 
dan El:utroburil:iuler - l Pengoyaan 

7' 1 Kegiatan Olahraga, Kesenian, Mal:?slmal 20 % 
l<arya llmlah Remojo, Pramul:m 

- i Palang Merah Remaja 
- Ut<S 

6. Pembinaan l<eslswaan - Kegioton Selemi don Lomba- 
lomba 'i. 02SN !! OSN 

: Senl don Korll:?atur ' Mol:?slmal 15 % 
_ • .J.J Cerdos Cermat 
- Kegiatan OSIS 
- LDt< 
- Lomba Sel:?olah Sehat 

7. Operoslonol Pengelola BOSDA - Alot Tulis Kantor 
- Penggandoon laporon Mal:?simal5% - lnsentif Bendohara dari Anggaran - Transportasl Bendahara dalam 

menaombll dona di Bani:? 
8. Pembayaran Honorarium - Operator Komputer Dopodtk di 

Bulcman Selwlah 
- Pegawai Perpustal:laan Mal:lsimal 10 % 
- Penjaga Sel:?olah 
- Pegawar Keberslhan 

9. l<egiatan Lalnnya Jil:?a Maslh - l<egiatan Ramah T amah 
Terslsc Demo Penamoton Slswo Mal:?slmal5% - Peringatan Hari-hari Besar 

Nasional don Keagamaan ". 

A. Komponen Pembiayaan 

~1 
B.AB IV 

PENGGUNAA~ DANA BOSDA 

t ,r 
d •• 
1. t 
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Laporan ini disusun berdoscrhcn buku !:?as umum. 

Laporan ini dibuat triwulan yang ditanda tangani oieh bendahara don 

~epala seRolah don dil:?etahui oifh ~omite seholoh. 

Laporan ini horus dileng~api dergan surat pernyataan tanggung jawab. 
' 

·-· 1. Tim T e~nis Kobupaten 

. .. 

BABV 
PELAPORAN DAN PERTANCGUNGJAWABAN KEUANGAN 

~i 
A. Pelaporan 

c. Monitoring ditujul:mn untuh memontou pengaturan dona, penyerapan dona don 

penggunaan dona BOSDA yang sesuai denqcn ketentuan peraturan yang berlohu. 

a. Monitoring dan evaluasi ditujul:?an untuk memantou penyaluran dan penggunoan 

dona di tingi:?at seholch dolam rangRa melohuhcn pemantauan, pembinaan don 

penyelesaian masalah dalam pelcbsonocn program BOSDA. 

b. Monitoring dilaksanakan pada saat p~~yaluran dona don pasca penyaluran dona 

melalui kunjungan lapangan yang akan'melibotl:?on pengawas seholoh . . ( 
I• 

BABIV 
MONITORING DAN EVALUASI 

'..: 
otau Pemerintah Doerah secora penuh don wajar. 

10. Melakul:?an suatu Regiatan pembelanjaan don atau pembiayaan kegiatan 

lainnya yang belum sempat dlsebuthon dalam point (1) sampai dengan point 

(9) tersebut di atas tanpa melof?ul:?an konsultasi dengan Tim Manejemen 

BOSDA Kobupaten Konowe Utara. 

9. Membiayoi kegiatan yang telah dibloyo! dari sumber dona Pemerintah Pusat 

. ' 
1 B. Menanamkan saham. 

7. Membangun gedung ruangan boru . 

bu RU 

Secaro umum hal-hal yang dllaporf?on adalah doftor seholoh penerimo 

bantuon, penyoluran don penyerapon dona, pemonfaatan dona, pertanggung 

jawobon keuongan serta hasil monitoring don evaluasl don pengaduan 

masyarakat. 

2. Tingt?ot seholoh penerimo bantuan BOSDA 

Sebogai bentuh pertanggung jawoban pengelolaon BOSDA di seJ:wloh, hal-hal 

yang dllcporhon adalah : 

o. RKAS (Rencano Kerja don Anggoron Selwlah) 

RKAS ditanda tangoni l<epala Selwlah don Komite SeRoloh, RKAS dibuat 

setahun seRoli don dopat dire~l]i pada semester k~dua disesuaikan dengan 

kondisi dankebutuhan seholoh, 1 l 
I 8 

b. Pembul:man . yang berupa bLif.u ROS umum, buhu ROS pembantu, 

pembantu bonh don buhu paja.~ terl::wit dengan pembuRuan . . ,:- 
c. Realisasi penggunaan dona tiop semester duo. 



. ., 

yang berlohu 

b. Penerapan tuntutan perbendaharaan dang anti rugi, yaitu dona BOSDA yang 

discilahgunal:?l=mn dil:?embolil'?on l?e !:?as daerah. ~, 
L, 

yang melchuhcn pelanggaran dcpotjdlberihon dalam berbagai bentuh misalnya : 

a. Penerapan sanl:?si Repegawaian sesuci dengan peraturan perundang-undangan 
1 

B. Sonl:?si 

Sanl:?sl terhadap ppenyalahgunaan wewenang yang dapat merugit:mn Negara 

aRan dijatuhRan oleh aparat pejabdt: yang berwenang. Sanl:?si l:?epada ohnum 
, I 

A. Pengowasan 

Pengawasan program BOS DA melipu(f ·: 
t 

a. Pengawas.an meleRat yang dilaRul?an oleh Tim Monitoring bersama Pengawas ,. 
Dinos PendidiRan don Kebud~yaan Kobupaten Konawe Utara chon 
melchsonohcn pemantauan don evaluasi atas pelal=?sanaan program don 

penggunc:ran dona BOSDA. 

b. Pengawasan fungsional internal oleh lnspeRtorat Daerah Provinsi di Kabupaten 

Konawe Utara don BPKP dengan melohuhcn audit sesuai dengan Rebutuhan 

lembago atau permintaari instansi yang ohon di audit. 

c. Pengawasan masyaral:mt dalam rangRa transparansi pelchsoncon program 

BOSDA oleh unsur masyaral:?at don unit-unit pengaduan masyaral:mt di 

Kabupaten Konawe Utara. 

BABVI 
PENGAWASAN, PEM6RIKSAAN DAN SANKSI 

'. 

B. Pertanggungjawaban 

Laporan pertanggung lowobcn- dibuat rangl:mp 2 (duo) dijilid don 

disompclhcn J:?epada Bupati Kona}Ve Utara melalui Dinos Pendidit?an dan 
I'' 

Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara. 

- Setiap tranl=?sal::lsi pengeluaran harus diduhunq buhti l:?witansi yang sah. 

- Buhtl pengeluaran uang dalom jumlah tertentu harus dibubuhi materoi 

sesuai dengan 1:?etentuan bea materai, untuh tronsohs; nominal Rp. 

250.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- dihenol bea materai Rp. 

3.000,- dan trcnsohsl nilai nominal di atos Rp. 1.000.000,- dlhenol bea 

moterai Rp. 6.000,- 

- Segala jenis buhtl pengeluaran harus disimpan oleh Bendahara BOSDA 

sebagai tanda buRti dan bahan pelaporan. 

·-· e. Bul=?ti Pengeluaran : 

d. Rehopltulcs! realisasi penggunaa'nldana BOSDA yang meliputi semua laporan 

penggunaan dana BOSDA yang disusun berdosorhcn Rl<AS, laporan ini 

dibuat triwulan don ditanda ta;~gani oleh Bendahara, Kepola Sel=?olah don 
'I 

Komite Sel:?olah. ;· 

.:.J 
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PM.Si. Drs. H. ASWA 

Petunjul:? tel:?nis pengelolaan program don penggunaan BOSDA ini merupohon 

acuan dan panduan yang harus ditaati dtjr dipatuhi dalam implementasi pengelolaan 

dana BOSDA Kabupaten l<onawe Utara. P.elal:?sanaan program BOSDA ini diharapl:mn 

depot meningl:?atl:?an · APK (Angha Parti~1pasi l<asar) dan APM (Angl:m Partisipasi 

Murid) mulai jenjang 'sel:mlah SD/sederajat, SMP/sederajat don SMA/sederajat, serta 

dapat meninqhcthcn hualitas don mutu pendidihon di Kabupaten Konawe Utora. 

Dengan demlhlon pengelolaan program BOSDA lnl diharapl:mn dapot membawa 

perubahan dalam penlnqhctcn Resejahteraan masyaraRat don Rualitas sumber daya 

manusia di Kabupaten l<onawe Utara. 
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' ' . ~ c. Penerapan proses huhum sesuai dengan hetentuan perundang-undangan yang 
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